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ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan
tertentu. Untuk saat ini telah banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu baik dalam UMKM, UKM, maupun BUMN dan BUMD serta
Swasta. Namun dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu ini yang tidak berjalan dengan baik meskipun telah diatur secara
detail di beberapa peraturan salah satunya yaitu pada PDAM di Padang Panjang.
Permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana
pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Kerja Waktu Tertentu di PDAM Padang Panjang,
kedua, permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja
waktu tertentu, ketiga, Upaya hukum dalam mengatasi permasalahan pada PDAM
Padang Panjang. Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Empiris. Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu ‘Teftentu pada’ PDAM ‘pada dasarnya dilakukan sesuai
dengan regulasi yang ada. Permasalahan dalam proses pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu di PDAM terletak pada sistem Pengupahan dan Pendaftaran
tenaga Kerja ke Dinas Tenaga Kerja Padang Panjang. Upaya hukum yang
dilakukan yaitu dalam sistem pengupahan PDAM tidak bisa memaksakan dalam
pemberian upah sesuai dengan UMK/UMP sebagaimana yang telah diatur di
dalam PP No. 35 Tahun 2021, dan dalam pendaftaran tenaga kerja ke dinas
penanaman modal dan tenaga kerja PDAM tidak bisa melakukan hal tersebut
dikarenakan proses yang memiliki kendala seperti koneksi dari pihak dinas tenaga
kerja yang tidak stabil dan jangka waktu kerja dari PKWT yang singkat dan tidak
sesuai dengan SDM yang berada di PDAM. Untuk itu bagi PDAM agar bisa
melakukan seminar tentang PKWT dan tenaga kerja dari segala aspek, Bagi
Pekerja atau pegawai agar lebih mengetahui hal yang baru tentang isu atau
peraturan terbaru terkait dengan pekerja, Bagi Dinas Tenaga Kerja perlu untuk
lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi ataupun teguran meskipun hanya
sebagai dewan pengawas.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Pendaftaran Tenaga Kerja,
Upaya Hukum.



